
Jalan Dewi Sartika No. 2 Tele.pon (0260) 411005, Faks (0260) 411003 
Subang 41215 Jawa Barat 

: 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); 

2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389) ; 

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
·125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 
telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undanq-Undanq 
Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia 
Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Subang; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah 
termaksud perlu menetapkan Tugas dan Fungsi Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang. 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR: ; TAHUN 2012 

TENT ANG 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENOAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG 

BUPATI SUBANG, 

~· 

' 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Subang ; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif ; 

4. Bupati adalah Bupati Subang ; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Subang; 

6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Subang, yang selanjutnya disebut 
DPPKAD; 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Subang, yang 
selanjutnya disebut Kepala DPPKAD ; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK 
DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 47 41) ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008, 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. 



a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; 

b. Menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD ; 
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah 
di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
yang meiiputi : 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 

(2) Dinas dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang 
rt:1·1Jc:1i:.11.:1Lc:1i"1, rt:,i"1y~ivii:ti.11"1 r<:c:ui:t1"1yi:t1"1 Udi°I A::>d Dc::1:1::1"i:t1"1 • 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

Pasal 2 

melaksanakan tugas operasional tertentu Dinas di lapangan; 
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai 

Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan yang sesuai profesinya daiam rangka mendukung 
kelancaran tugas pokok dinas ; 

n;..,..., .. ,·u·,t~ I,,~·""""'~ ~,..,.J~l""'"'"""t'- 
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&. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah, yang seianjutnya disebut dengan Kepaia DPP~Q __ 
yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah; 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah ; 

lo. Penagihan Pasif aoaian pelaksanaan penagihan terhadap 
tunggakan pajak daerah/retribusi daerah dengan menerbitkan 
Surat Peringatan, Surat Teguran I dan Surat Teguran II ; 

11. Penagihan Aktif adalah pelaksanaan penagihan terhadap 
tunggakan pajak daerah/retribusi daerah dengan menerbitkan 
Surat Paksa dan Surat Sita ; 

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD 

" 



Unsur Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ; 

BAB Ill 
ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Unsur Organisasi 

Pasal 5 

a. Perumusan kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD ; 
c. Pengendalian pelaksanaan APBD ; 
d. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeiuaran kas daerah ; 
e. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah ; 
f. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 
ditunjuk; 

g. Penatausahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 

h. Penyimpanan uang daerah ; 
i. Penetapan SPD; 
j. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi ; 
k. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat 

Pengguna Anggaran atau beban rekening kas umum daerah; 
I. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas 

nama pemerintah daerah ; 
m. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 

daerah; 
n. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah ; 
o. Pelaksanaan penagihan piutang daerah ; 
p. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ; 
q. Penyajian informasi keuangan daerah ; 
r. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah ; 
s. Pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan pendapatan 

daerah; 
t. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan 

keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas mempunyai fungsi: 

Bagian Ketiga 
Fungsi 
Pasal 4 

d. Melaksanakan fungsi BUD; 
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta 
f. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 

I . 



(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam 
lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. .. 

1. Seksi Aset Bergerak ; 
? ~Ak~i A~At Tirl~k RP.rm=iir~k · ~ . 
3. Seksi lnvestasi. 

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

j. Kelompok Jabatan Fungsional 

h. Bidang Aset dan lnvestasi, rnernbawahkan : 

g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 
1. Seksi Pengelolaan Kas ; 
? ~P.k~i PPnnP.lnl~An APIAni~ -- - - - -- ' . - .. ..., - . - --·-··. - - . -·· _" _ 

f. Bidang Akuntansi, mernbawahkan : 

1. Seksi Akuntansi Pendapatan ; 
? ~~lrC!i .6lt-11ntanC!i RQlani!:I -· - -· ·-· ... ·-· ··-· ·-· - -·-·,-· 

2. Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran ; 
3. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan. 

d. Bidang Perimbangan, membawahkan: 

1 . Seksi Bagi Hasit Pajak ; 
2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak ; 
3. Seksi Pendapatan Lain-lain. 

e. Bidang Anggaran, rnembawankan : 
4. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi ; 
5. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Program ; 
~ C::ol,~i i:=.,"'111;:i~i rf"'n Don,.,onrf;:ili"'n - . --· .. _. - . -·---· --1 .. -· ·:::,-· ·--··-· .. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 
(1 ). Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Kepegawaian. 

c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan : 

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ; 

c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan Kelompok Jabatan Fungsional. 



(1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, 
penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, 
perlengkapan, pemeliharaan dinas dan inventarisasi sarana dan 
prasarana dinas serta pengelolaan perpustakaan dinas ; 

Pasal 9 

b. Sub Bagian Keuangan ; 
c. Sub Bagian Kepegawaian 

,... I - • a. ouu oc1.y1c111 u111u111, 

(3). Sekretariat, membawahkan: 

Kuasa ~engguna 1. Penyusunan rancangan usuian 
Anggaran/Pengguna Barang. 

t. Pt::1~1yt,it:1·1y~,~u-dd1·1 d\J1{1if1i:,ifci~i Kcuc:11·,~e2,·1 , 
g. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian ; 
h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (LAKIP) ; 

-I n--··· ·-r·--- --·· ·-: .. 1.. ..._1,,_:_ __,_.,,______ -..J-:_;_ ... ! 
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umurn, keuangan dan kepeqawaian : 
e. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan 

perlengkapan ; 

c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) dan 
Rencana Kinerja Lima Tahunan/Rencana Strategis 
(RENSTRA) dinas; 

(1). Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal 
iingkup ketatausahaan yang meliputi pengeloiaan administrasi 
umum, kepegawaian dan keuangan; 

(2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sekretariat 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program kegiatan sekretariat; 
I,.... C"rn111~,,..,.,•u""II Cru"""4"'1r\4""'1 I/",...,-;'""' """""'t"\ l\",..,..,.u .. ,•u"' IOVJ\\ ~ir"V""lllt"' • ..,. I '-'' ., W...,\m,U ....... I I"""'~,.....,..,., .'-C . ''-''J""4 W'\AI. I H ·~::, ..... -·' \' ,.. ~ "I """'l ·~""' , 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Bidang Tugas Unsur Organisasi 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 7 
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, 
mengkoordinasikan dan memotivasi serta mengendalikan kegiatan 
dinas dararn melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah 
di bidang pendapatan, pengeloiaan keuangan dan aset daerah. 

ii 
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Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan pembayaran 
gaji serta tunjangan daerah ; 
Peiaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan ; 
Pelaksanaan penyusunan Lapcran Akuntabilitas Kinerja 
lnstansi Pemerintah (LAKIP) ; 

n_,_, .. -----1-1--- ~··--" n---:-~--- n--L..- .. r---- 
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(SPP); 
Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas 
dan surat-surat berharga lainnya ; 

\J. 

d. 

e. 

- f. 
• 

g. 
h. 

b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi 
keuangan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; 

/\ ..,,...,....,,....,..,. On,.....4 ... ,.....,+...,.., ...4..,.,. c,..,1 ....... ,.., n;.., ... ,.. · 
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("1 ). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; 

(2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana 

Pasal 10 

~ . I - I - - . - - . - . - •. I - ... - .I . • . - .• . I - . - . .I' ... 
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h. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor 
dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ; 

i. Pemeliharaan gedung. ruangan, peralatan, pekarangan, 
keieriiban dan keoersihan serta keamanan dinas ; 

J. Pengurusan eksploltasl dan pemeliharaan kendaraan dinas ; 
k. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan ; 
I. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian 

penengKapan aan peroexaian ; 
m. Penyiapan kelenqkapan untuk keperluan rapat-rapat di nas: 
n. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan 

perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi 
kekayaan milik negara ; 

o. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi peiaksanaan tugas 
dinas; 

p. Pengelolaan Perpustakaan Dinas dan hubungan 
masyarakat; 

q. Penyusunan laporan tugas. 

e. Penyelenggaraan kegiatan penqetikan dan penggandaan 
surat-surat/naskah-naskah dinas ; 

f. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas: 

-· ... _., .,,,_~ ---1.-&... .J~--- . 
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(RKBU) dinas ; 
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ; 
d. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat- 

(2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Umum 
mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum ; 
~ cl""\ ..... IH ·~· ·""'"'11'"' L,.,...t"\t'I>"..,_, c"' .. """'""~ II"" .......... ,1-,...,.." c""' .. ""'",.. I l,·,·u '""' -· • """''1...,.w ... ,,"""'' 1,",111"'"""'t"' ,,-1,--.11...,. ''""'..,""'"'""''..-'' -"""'•,-a••~ ,._,,,,_,,, 



(1) Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek-objek 
pajak/retribusi, kegiatan perhitungan dan penetapan kegiatan 
penagihan, penegakan sanksi hukum, pengelolaan pendataan, 
pendapatan lain-lain, pengelolaan pernyataan keberatan dan 
angsuran terhadap ketetapan pajak/retribusi daerah serta 
penyusunan laporan pendapatan daerah ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
..... ..,,.i.., ,..,.,,..,. /,t\ ,.i,.,1,........, 0..,,.,..1 ;...,,; c;,.i,... ..... ,.. o,......,,,.i..,.,...,..,..,... ..... A,-li n ... ,...r..-.h 
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memounvai funasi: . ~ ..... 

a. Penyusunan program kerja bidang pendapatan asli daerah ; 
b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan 

pengelolaan pendapatan asli daerah ; 

Paragraf 3 
Bidang Pendapatan Asli Daerah 

Pasal 12 

Pengelolaan adrninistrasi kepegawaian dan pengoiahan 
data kepegawaian ; 
Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan 
(DUK) di lingkungan dinas ; 
Peiaksanaan penyusunan Daftar Peniiaian Pefaksanaan 
Pekerjaan (DP-3) di lingkungan dinas ; 
Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan 
pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai ; 
Pengelolaan kesejahteraan pegawai ; 
Pengelolan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai ; 
Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ; 
Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana 
kegiatan di iingkungan dinas ; 
Pengelolaan dan pengembangan Sistem lnformasi 
Kepegawaian (SIMPEG); 
Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan dinas ; 
Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian 
dengan unit kerja terkait ; 
Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi 
kepegawaian. · 

V ,,-...,..,'"",..'""',_.:,....r\ r¥\l"\......-ilf"U '"°'"": ,. tr"'ll ..... t"i • 
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
f. 

.. g . 
h. 

" i. 

• J. 

k. 

I. 

Pasal 11 
( 1 ). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; 
(2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian 

i. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan-laporan 
yang berkaitan dengan bidang keuangan di lingkungan 
dinas; 

j. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi 
keuangan. 

• 



(1) Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan perhitungan, penetapan dan 
pengelolaan permohonan angsuran terhadap ketetapan 
pajak/retribusi daerah; 

Pasal 14 

.. 

a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi pendaftaran dan 
pendataan; 

b. Pelaksanaan pendaftaran objek dan wajib pajak/retribusi 
daerah; 

c. Peiaksanaan pendataan objek dan wajib pajak/retribusi 
daerah; 

d. Perumusan, pengumpulan dan pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan lain diluar pajak dan retribusi daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas . 

"""""'l"'\I"\"'' '"'""'',...j .f'1 ..... ,.it' •. '''""''''t"""""''J'""• '""'''~"""''. 

('i) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyat tugas poxo« 
melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek/subjek 
pajak/retribusi daerah serta pengelolaan pendataan pendapatan 
lai-lain. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dalam Pasal lnl, Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

Pasal 13 • 

' 

"' ... 
c. Seksi Penagihan, Keberatan da Pelaporan. 

(3) Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan: 
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 
h c,...1,.,.; o hi+, ,.......... o,.. + I\ ,.., ,,,...., . 
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Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib 
pajak/retribusi daerah serta penggalian dan pengelolaan 
sumber pendapatan daerah lainnya ; 
Pelaksanaan perhitungan dan penetapan besarnya 
pajak/retribusi daerah dan penerbitan serta pendistribusian 
surat ketetapan pajak/retribusi daerah ; 

e. Pengumpulan dan pengoiahan data sumber-sumber 
pendapatan lain diluar pajak dan retribusi daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 

f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional 
dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, 
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB ; 

g. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan 
penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 
daerah lainnya serta PBB ; 

h. Pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan penagihan 
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta 
PBB sesuai Peraturan Perundang-undangan ; 

i. Penyusunan laporan hasii pelaksanaan tugas di bidang 
pendapatan asli daerah; 

j. Pengusulan Pejabat yang pengelola utang dan piutang daerah. 

c. 

•• 
. .,. d . 



a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi penagihan, 
keberatan dan pelaporan ; 

b. Perumusan kegiatan penagihan tunggakan pajak/retribusi 
daerah, pendapatan lain-lain serta PBB melalui penagihan paslf 
(penerbitan surat peringatan, surat teguran I, surat II) dan 
penagihan aktif (penerbitan surat paksa, sita dan kesempatan 
terakhir) ; 
Perumusan pelaksanaan pendistribusian dan pengarsipan 
surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan penagihan ; 
Pengelolaan pengajuan keberatan atas ketetapan wajib 
pajak/retribusi daerah ; 
Penyusunan laporan pendapatan 
Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya ; 
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. 

c. 

d. 

e. 
f. 

g. 
~ .. 

(i) Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan penagihan, penegakan sanksi 
hokum, pengelolaan keberatan dan pelaksanaan penyusunan 
pelaporan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Penagihan, Keberatan dan 
c,..J""'"'.,....,.,...., ,.,..._'*'""''"'' 1t"\,,,..i , •. f"'\,..rooi . . "".,., .. ,.,....,."'"" .. ···~···t"-' ., ...... '"""'':::t....,. •. 

• 

Pasal 15 

penolakan permohonan angsuran serta msneruskan 
penyelesaian banding ke Majelis Pertimbangan Pajak atas 
ketetapan pajak/retribusi daerah ; 

g. t-'elaKsanaan xooromast aengan Untt K..erJa terxan caram 
rangka pelaksanaan tugas ; 

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

a tau penerimaanipengabuian keputusan T. r-erurnusan 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Perhitungan, Penetapan dan 
Angsuran mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang perhitungan, 

.n..o.~+~~~0.0 .r1~,.., ,.. .... ,..t'lo •.... " ....... I""'"""'·-·-,-'"""'' I ~-· t 1,,olot ·~-Wt ti.,,l,I I ' 

b. Pelaksanaan perhitungan besarnya pajak/retribusi daerah 
serta penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan 
pajak/retribusi daerah ; - n-1-l1------- _.... ""------ .... - --=-t, _. __ --'- ... :1....... ·-~ .-1----L. 

.... I 010".;>Cll lQQtl ~QIIQ~Q~c;u I IJQOQI IIJC1 ~CIJQ"' UQII I vLI 11,JU.;>1 UCllvl Clll 

serta penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan pajak dan 
retribusi daerah ; 

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
.:,er"rdd.:,c:11"1 vuje~ Udl0I Wdjiu .:,ajaiv't"ei.liuu;:,i Uett:r c::1i'1 1 

e. Perumusan kegiatan pelayanan surat perrnohonan banding 
dan pengajuan angsuran atas ketetapan pajak dan retribusi 
daerah; 



("i) Seksi Bagi Hasii Pajak mempunyai tuqas pokok melaksanakan 
kegiatan pengelolaan penerimaan bagi hasil pajak ; 

.. Pasal 17 

(3) Bidang Perimbangan, membawahkan: 
a. Seksi Bagi Hasil Pajak; 
b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak: 
c. Seksi Pendapatan Lain-lain 

... 
;. 

n-:-1 ... n.---a..-.--:e-- 1nn1..., ....., __ ---...J---•-- •-:- 1_;_ . 
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e. Penge!o!aan pembinaan kepada masyarakat tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan ; 

i. rddr\.~(.tl-lddl-1 r-uu1·Ji1"1iJ~i Ut::1"1i;,di"I i1"1.)Ldr"r::,i Ud.-1 uuii r-1::1jc:1 it:r"r-.c:1ii. 
dalam rangka pelaksanaan proses penerirnaan dan 
pertimbangan dari pemerintah pusat dan propinsi yang 
menjadi hak daerah ; 

g. Peiaksanaan koordinasi ciengan insiansi dan unit kerja terkaii 
dalam ranqka pelaksanaan intenslflkasl dan ektensifikasi 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan BAngunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) 
aan penaapatan iam-iam ; 

h. Pengelolaan dan pengumpulan data bagi hasf pajak, bagi 
hasil bukan pajak dan pendapatan lainnya ; 

i. Pengelolaan evaluasi dan pelaporan hasi I pelaksanaan 
bidang perimbangan dan pendapatan lainnya ; 

J. Meiaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalarn 
rangka pelaksanaan tugas ; 

k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang 
perimbangan keuangan. 

• 

c. Penyusunan rencana pendapatan dari dana perimbangan ; 
d. Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

""'"""'"1,....,..,n n,.,,,...:......,"""'-,..""',.,..""" l,"'• .,.,,.,,...~ .... · 
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(2) Untuk menyeienggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Perimbangan mempunyai 
fungsi: 
a. Penyusunan program kerja pada bidang perimbangan 

keuangan; 
b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan 

(1) Bidang Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan dari dana 
perimbangan dari pemerintah dan pemerintah daerah propinsi, 
yang mencakup bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan 
pendapatan lain-lain ; 

Paragraf 4 

Bidang Perimbangan 
Pasal 16 



a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi pengeioiaan 
pendapatan lain-lain ; 

.. 

("1) Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah dan pengelolaan penerimaan pajak 
bumi dan bangunan ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat_ (1) d_alam Pasal ini, Seksi Pendapatan Lain-lain 
J"'\l"\"r\l"\ ...... '"" ,,.. • .ft ,. ........ It • .....,. t 'l"''""''U ., '-"' , ,:::,._,, ~ 

.. 
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(1) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mernpunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan pendapatan 
bagi hasil bukan pajak ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak 
mempunyai fungsi : 

a. 1-'enyusunan rencana 1<eg1atan paoa seksi bag, nasu oukan 
pajak; 

b. Pengumpulan bahan dan informasi jenis dan potensi 
penerimaan pendapatan bagi hasil bukan pajak; 

c. Pengumpulan data untuk bahan kajian dan usulan peningkatan 
optimaiisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak ; 

d. Pengendalian potensi dan optimalisasi penerimaan dana bagi 
hasil bukan pajak ; 

e. Pelaksanaan penerimaan bagi hasil bukan pajak ; 
f. Penyusunan laporan realisasi dan evaiuasi penerimaan dana 

bagi hasil bukan pajak ; 
g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja 

terkait dalam rangka pelaksanaan tugas : 
h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

.. 
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t-J1VtJ111~1 1 

d. PengendaHan potensi dan optlmatisasi penerimaan dana bagi 
hasil pajak ; 

e. Penerimaan bagi hasil pajak pusat dan propinsi ; 
f. Ptrnyusu.-1af1 laporan 1"t~aiiBaBi daf, evaluasi µer"1E:fi 1nac:111 daua 

baoi hasll oalak . ..,~::, ...... I f"•"• ... J I'- , 

g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja 
terkait dalam rangka pelaksanaan tugas : 

n. Penyusunan iaporan nasii peiaksanaan iugas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai 
fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi bagi hasil pajak ; 
""" c" ..... ,... ,.......,...-., .1.-...-. '"'"'""""'P"I ,,....'""'" ;..,,.&,•u•l""lf"ll'l,~i i"nill"I ~'°"I..... ......" ... "'f"'\~i 
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penerimaan pendapatan bagi hasil psjak ; 
c. Pengumpulan data untuk bahan kajian dan usulan peningkatan 

optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak pusat dan 

• 



.. 

;; 

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta 
pengeloiaan anggaran daerah ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
,.,.,;""".-,..l,it'ol ·"" "".,..."' "-""+ ,~ \ ,.,4"'1.4"'1rY'I c ..... ~"'1 '""'; c:,., ......... ,.. A ......... ,.,,,r,...r,. u11,,u1,tri.:ifuu t,'YY.-...c Y.Jf.,n. \ 'I uuru.111 1 U'-'U' 1111, 1.,.11vu11~ , u1,:t~1L.u'-'1t 

mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dibidang penyusunan 

anggaran daerah ; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

anggaran; 
c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

tugas dibidang anggaran ; 
d. Pengkoordinasian penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD ; 
e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

APBD; 
f. Penyusunan penjabaran APBD dan APBD perubahan ; 
g. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RKA 

SKPD/DPA-SKPD ; 
h. Pelaksanaan penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD ; 
i. Pengkajian atas permohonan bantuan-bantuan yang 

diajukan atas nama Pemerintah Daerah : 
j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas ; 
k. Penyusunan laporan dibidang anggaran daerah. 

.. 

Paragraf 5 
Bidang Anggaran 

Pasal20 

b. Pengumpulan bahan dan informasi jenis dan potensi lain-lain 
pendapatan daerah yang sah ; 

c. Pengumpulan data bahan kajian dan usulan peningkatan 
optimalisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah; 

d. Penyusunan pedoman, system, prosedur dab tata kerja 
penyampaian SPPT-PBB, penagihan dan penyetoran pajak 
bumi dan bangunan ; 

e. Pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB, penagihan dan 
penyetoran pajak bumi dan bangunan ; 

f. Peiaksanaan penyuiuhan pajak bumi dan bangunan ; 
g. Penyusunan pertimbangan dan saran terhadap usulan 

pengurangan dan penghapusan pajak bumi dan bangunan ; 
h. Penggalian potensi dan optimalisasi penerimaan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah termasuk pajak bumi dan 
bangunan; 

1. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan penerimaan pajak 
dan bangunan ; 

J. Pembinaan dan pengendalian penagihan dan penyetoran 
pajak bumi dan bangunan ; 

k. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas ; 

i. Penyusunan iaporan hasil peiaksanaan tugas. 

.. 



(1) Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Program mempunyai 
tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan 
pengolahan data anggaran bidang program ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
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Anggaran Bidang Program mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan anggaran 
bidang program; 

b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 
penyusunan belanja program atau beianja iangsung ; 

c. Pengkajian anggaran belanja program atau belanja 
langsung; 

d. Penyiapan bahan penyusunan dan perubahan anggaran 
belanja program atau beianja langsung ; 

Pasal22 

" .. 

(1) Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi mempunyai 
tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan 
pengolahan data anggaran bidang administrasi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
,..,~""' ..... ''""' • .,.... ...,,..,,.,.,.., ,..., '"' .. '"' \ r1---1~.....,, c.,..."'~1 ;_P:'11 i Q,...l,,....j Dli""\rn,J .. ~ I 11"'!11,,, ..... 
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Anggaran Bidang Administrasi mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan anggaran 

bidang administrasi ; 
b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 

penyusunan belanja administrasi atau belanja tidak 
langsung; 

c. Pengkajian anggaran belanja administrasi atau belanja 
tidak langsung; 

d. Penyiapan bahan penyusunan dan perubahan anggaran 
belanja administrasi atau belanja tidak langsung ; 

e. Penyusunan penjabaran APBD dan perubahan APBD 
bidang belanja administrasi atau belanja tidak langsung ; 

f. Pelaksanaan penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD belanja 
administrasi atau belanja tidak langsung ; 

g. Penyusunan rancangan usulan Kuasa Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang; 

h. Pengusulan pejabat pengelola utang dan piutang daerah; 
i. Pengusulan pejabat yang bertugas melakukan 

pengelolaan barang milik daerah; 
j. Pengusulan pejabat yang bertugas melakukan pengujian 

atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; 
k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas; 
I. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

.. 
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(3) Bidang Anggaran, membawahkan : 
a. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi; 
b. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Program ; 
c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian 



(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan sistem akuntansi pemerintah daerah dan menyusun 
iaporan keuangan ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
l'ft'....,_..,1.,0:,~,rl. --""'°' o.ua.i l'1.\. A~. Oo.,,3J. ,,....: Q.id~. J\J,...,..,._+_,.....,..,.; 
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mempunyai fungsi: 
Penyusunan program kerja pada bidang akuntansi ; . 
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 
akuntansi; 
Penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintah 
daerah; 
Penyajian informasi keuangan daerah ; 
Pelaksanaan bimbingan teknis bendaharawan ; 
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan anaiisa penyerapan 
APBD; 
Penyusunan laporan keuangan daerah ; 
Pelaksanaan pemantauan dan analisis laporan keuangan 
Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum dan 
lnvestasi Daerah ; 

a. 
b. 

c. 

d. 
... e . 

f. 

g. 
h. 

Paragraf 6 
Bidang Akuntansi 
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(1) Seksi Evaluasi dan Pengendaiian mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan analisa, evaluasi dan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Evaluasi dan 
Pengendalian mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegiatan evaluasi dan pengendalian 

anggaran ; 
b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar 

penyusunan kebijakan teknis dibidang evaluasi dan 
pengendalian ; 

c. Peiaksanaan evaluasi dan pengendaiian program dinas ; 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas; 
e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

Pasal23 

e. Penyusunan penjabaran APBD dan perubahan APBD 
bidang belanja program atau belanja langsung ; 

f. Peiaksanaan penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD belanja 
program atau belanja langsung ; 

g. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RKA 
SKPD/DPA-SKPD ; 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait daiam 
rangka pelaksanaan tugas ; 

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 



• a . 
~ b. 
• 

c . 
....... 

1,.1. 

e. 
f. 

("1) Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok meiakukan 
kegiatan penyusunan akuntansi belanja ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Akuntansi Belanja 
mempunyai fungsi : 

Penyusunan rencana kegiatan penyusunan akuntansi 
bdanja;. 
Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah bidang 
belanja; 
Pelaksanaan proses jurna1 belanja dan hibah ; 
Pelaksanaan ·post}ng ·akun·betanJa kedalarn ·b-uku besar ; 
Penyusunan kertas kerja ; 
Pelaksanaan rekonsiliasi belanja dengan SKPD ; 

Pasal 26 

a. 

b. 

c. 
-d. 
e. 

"' 
f. 

• 
g. 
h. 
i. 

j. 
k. 
I. 

(1) Seksi Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas pokok 
melakukan kegiatan penyusunan akuntansi pendapatan ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dalam Pasal ini, Seksi Akuntansi Pendapatan 
mempunyai fungsi : 

Penyusunan rencana kegiatan penyusunan akuntansi 
·?endapata.~ ; . 
Pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah bidang 
pendapatan : 
Pelaksanaan proses jurnal pendapatan ; 
Pel-a-ksarra-an· ·~tifrg ak&r-akcni keda+am btiktt ·besar- ; 
Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap bendaharawan 
penerima; 
Penyusunan laporan penerimaan mingguan/bulanan/triwulan/ 
semester, 
Penyusunan prognosis penerimaan ; 
Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dengan SKPD ; 
Pelaksanaan dan inventarisasi ketetapan pajak 
daerah/SKPD/SKRD ; 
Pencatatan dan pengelolaan piutang ; 
Penyimpanan bukti-bukti dokumen penerimaan ; 
Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas; 

m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 
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(3) Bidang Akuntansi, membawahkan : 
a. Seksi Akuntansi Pendapatan; 
b. Seksi Akuntansi Belanja. 

i. Pelaksanaan evaluasi dan anallsls laporan keuangan 
SKPD; 

j. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait daiam 
rangka pelaksanaan tugas ; 

k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang 
akuntansi pendapatan dan belanja . 

• 

• 

• 



(1) Seksi Penqeloiaan Kas mempunyai tugas pokok melakukan 
kegiatan pengelolaan kas daerah ; 

Pasal28 

(3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 
a. Seksi Pengelolaan Kas ; 
b, Seksi Pengetclaer.· Beanja-. 

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan 
kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan pengelolaan 
dibidang perbendaharaan ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1} dalaon Pasa! in+, Sidang Perbendebaraan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dibidang perbendaharaan ; . 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

perbendaharaan ; 
c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan ; 
d. Pengusulan Bendahara Penerima dan Pengeluaran kepada 

Kepala Daerah ; 
e. Pelaksanaan penempatan uang daerah ; 
f. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

APBD; 
g. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pemberian jaminan 

atas nama Pemerintah Daerah ; 
h. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas ; 
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang 

perbendaharaan ; 
i. Pengusulan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran. 

• 

Paragraf 7 
Bidang Perbendaharaan 

Pasal27 

• 

g. Pelaksanaan akuntansi tugas pembantuan ; 
h. Pelaksanaan penutupan ayat jurnal yang berkaitan dengan 

akun nominai ; 
i. Penyusunan prognosis belanja ; 
j. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan ; 
k. Penyusunan laporan keuangan daerah berupa Neraca, 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), 
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ; 

I. Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendaharawan 
pengeluaran ; 

m. Pelaksanaan pembinaan system dan fungsi akuntansi pada 
SKPD; 

n. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas ; 

o. Penyusunan iaporan hasil peiaksanaan tugas. 

a 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Aset dan lnvestasi 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program kerja pada bidang aset dan investasi; 
b. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan- ·bahaR· perumusan 

kebijakan teknis dibidang aset dan investasi ; 
c. Penatausahaan neraca aset dan investasi daerah; 
d. Pengamanan asset daerah ; 

(1) Bidang Aset dan lnvestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan pengolahan, penganalisaan dan pengelolaan aset dan 
investasi; 

Paragraf 8 
Bidang Aset dan lnvestasi 

Pasal30 

(1) Seksi Pengelolaan Belanja mempunyai tugas pokok melakukan 
kegiatan pengelolaan belanja daerah ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalarn Pasal ini, Seksi Pengelolaan Belanja 
me-mpunya~ :fu.Ags~ : 

a. Penyusunan rencana kegiatan pengeioiaan belanja daerah ; 
b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai 

bahan pengelolaan belanja ; 
c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian setiap SPM yang 

diajukan oieh SKPD yang merupakan beban pengeiuaran 
DPA-SKPD untuk diterbitkan SP2D ; 

d. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemberian pinjaman 
atas nama Pemerintah Daerah ; 

e. Pengeloiaan dan pengkajian iaporan utang dan piutang 
daerah; 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas ; 

g. Penyusunan iaporan hasil pelaksanaan tugas. 

Pasal29 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengelolaan Kas 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kas daerah ; 
b. Penyusunan anggaran-kas-daer-ah·; 
c. Pengaturan ketersediaan dana ; 
d. Penyiapan SPD dan penyusunan laporan arus kas secara 

periodik; 
·e. Penyiapan·tJang ·daerah ; 
f. Pe!aksanaan koordinasi denqan Unit Kerja terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas ; 
g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

• 



(1) Seksi Aset Tidak Bergerak mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan serta 
pengelolaan aset/barang tidak bergerak pemerintah daerah; 

Pasal32 

(1) Seksi Aset Bergerak mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan 
aset/barang bergerak pemerintah daerah ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal lnl, Seksi Aset Bergerak mempunyai 
fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan aset bergerak ; 
b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 

penyusunan kebijakan teknis dibidang aset bergerak ; 
c. Pengkajian nilai aset bergerak ; 
d. Penatausahaan aset bergerak; 
e. Penilaian dan penyusunan neraca aset bergerak ; 
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset bergerak; 
g. Pelaksanaan pengamanan aset bergerak ; 
h. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi asset bergerak ; 
i. Pembiayaan penataan aset bergerak; 
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset 

bergerak; 
k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas 
I. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

Pasal 31 

(3) Bidang Aset dan lnvestasi, membawahkan: 
a. Seksi Aset Bergerak : 
b. Seksi Aset Tidak Bergerak ; 
c. Seksi lnvestasi 

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
tugas dibidang aset bergerak, aset tidak bergerak dan 
investasi; 
Penilaian dan penyusunan neraca aset daerah ; 
Penataan aset daerah ; 
Pelaksanaan tuntutan ganti rugi ; 
Pembiayaan penataan asset dan investasi; 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan 
kegiatan dibidang aset dan investasi; 
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas ; 
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang 
aset dan investasi; 
Pengusulan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
barang milik daerah. 

e. 

.: 

" f. 
g. 

• h . 
i. 
j. 

k. 

l. 

i. 



Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan 
lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 
tersendiri. 

Paragraf 9 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal 34 

.... 
• 

(1) Seksi lnvestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan investasi ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi lnvestasi mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi investasi ; 
b. Pengumpulan dan penqoianan data sebagai bahan 

penyusunan kebijakan teknis dibidang investasi; 
c. Penataan dan pengkajian investasi ; 
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi ; 
e. Peiaksanaan pengamanan investasi ; 
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan investasi ; 
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas ; 
h. Penyusunan laporan hasii peiaksanaan tugas. 

• 

Pasal33 

"". 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Aset Tidak Bergerak 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan aset tidak 

bergerak; 
b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 

penyusunan kebijakan teknis dibidang aset tidak bergerak; 
c. Pengkajian nilai aset tidak bergerak; 
d. Penatausahaan aset tidak bergerak ; 
e. Penllaian dan penyusunan neraca aset tidak bergerak; 
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tidak 

bergerak; 
g. Pelaksanaan pengamanan aset tidak bergerak ; 
h, Pelaksanaan tuntutan ganti rugi aset tidak bergerak ; 
i. Pembiayaan penataan aset tidak bergerak; 
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset tidak 

bergerak; 
k. Palaksanaan koordinasi dengan unit kerja tsrkait dalarn 

rangka pelaksanaan tugas 
I. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

• 



(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; 

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kegiatan 
operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Seksi, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional 
menurut bidang tugas masing-masing; 

(3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan 
dalam melaksanakan tugas pokoknya menyeienggarakan 
hubungan fungsional dengan lnstansi lain yang berhubungan 
dengan fungsinya ; 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas. dalam 
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simp1ifikasi ; 

... .... 

Pasal 37 

BAB IV 
TATAKERJA 

Bagian Pertama 
Um um 

• 

("1) Keiompok Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan 
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya ; 

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 
diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas ; 

(3) Jumiah Jabatan Fungsionai tersebut pada ayat (1) dalam Pasai 
ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; 

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) 
dalam Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang beriaku . 

; 

Pasal 36 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional 
sesuai dengan kebutuhan ; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

• 

Paragraf 10 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 35 



(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Sekretaris Daerah ; 

(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam 
mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati di 
bidang kepegawaian ; 

(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

... 

BAB V 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 40 

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Sekretariat ; 

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, maka Kepala Dinas 
dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas 
kepangkatannya. 

Bagian Ketiga 
Hak Mewakili 

Pasal 39 

.. 
' i 

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan 
tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada 
Bupati; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab 
kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan 
tepat pada waktunya; 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimp1nan satuan organisasi 
dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan ; 

(4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 
beriaku. ; 

Bagian Kedua 
Pelaporan 
Pasal 38 

• 

;. 
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib 

memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan. ' 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Subang . 

Pasal 43 

Dengan berlakunya Peraturan ini, segaia keientuan yang 
bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal 42 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan lni, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

• 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 41 


